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CatatanAwal

• DPR merupakan lembaga fungsional. Keberadaannya hanya berarti
melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya. 

• Karena itu menginformasikan ke public apa yang mereka kerjakan
dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi menjadi sesuatu yang 
penting. 

• Persoalan transparansi atau keterbukaan DPR nyaris menjadi isu
abadi. Seiring pembicaraan yang selalu terjadi, geliat perubahan
tata Kelola di DPR tak kunjung membaik

• Kemajuan Teknologi Informasi memang memberikan kesan adanya
perkembangan watak keterbukaan DPR, hanya saja transparansi
yang terlihat itu terkesan hanya basa-basi.



RESPONS PUBLIK PADA AKUN MEDIA SOSIAL DPR



Update Laporan Singkat yang Lelet

NO AKD JLH 
LAPSING

UPDATE 
TERAKHIR

1 KOMISI I 28 08-4-2021

2 KOMISI II 20 24-3-2021

3 KOMISI III 27 17-5-2021

4 KOMISI IV 37 27-5-2021

5 KOMISI V 34 25-5-2021

6 KOMISI VI 20 01-4-2021

7 KOMISI VII 33 24-5-2021

8 KOMISI VIII 29 18-05-2021

9 KOMISI IX 18 20-05-2021

10 KOMISI X 35 24-05-2021

11 BADAN 
LEGISLASI

21 05-04-2021
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➢ Informasi paling sederhana yang mestinya
dengan cepat bisa didistribusikan DPR melalui
website mereka setiapkali usainya rapat adalah
Laporan Singkat.

➢ Faktanya data Laporan Singkat di website DPR 
kerap tidak update. 

➢ Bagaimana partisipasi public bisa terwujud jika
informasi resmi melalui media internet tidak
disediakan secara konsisten setiap DPR selesai
bersidang?

➢ Keleletan mengupdate Laporan Singkat
membuka peluang utak-atik yang dilakukan
untuk kepentingan tertentu. Padahal Laporan
Singkat adalah rujukan resmi terkait apa yang 
diputuskan DPR pada sebuah rapat



KETERBUKAAN PADA PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
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Ketersediaan Draf RUU
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PEMB TKT I

Proses Pembahasan RUU Prioritas



Transparansi Pembahasan RUU

• Jika melihat progress pembahasan RUU Prioritas 2020 pada Website DPR, kita
melihat banyak hal aneh, banyak informasi yang tidak sinkron seperti:
✓ Tanggal update untuk setiap RUU hamper semuanya mengikuti tanggal terkini, akan update 

kegiatan terakhir pada grafik progress berbeda. Kebanyakan malah terakhir kali diupdate pada 
tahun 2020 lalu

✓ Hanya 14 dari 33 RUU Prioritas 2021 yang Draf RUU-nya sudah tersedia di website DPR

✓ Ada 2 RUU yang tahapan penyusunan sudah memasukki harmonisasi dan penetapan usul di 
Baleg tetapi naskah RUU-nya tidak tersedia. Bagaimana public mau berpartisipasi

✓ 13 dari 33 RUU Prioritas sama sekali belum disentuh

✓ Hanya 7 dari 33 RUU yang Nampak diupdate selama tahun 2021

• Kacaunya updating data proses pembahasan legislasi serta ketaktersediaan naskah RUU pada 
RUU yang sudah mulai dibahas, ataupun perkembangan penyusunan draf RUU menyulitkan
partisipasi dari public.

• Transparansi pun hanya terlihat sebagai formalitas tanpa ada niat sebagai pintu masuk partisipasi



Keterbukaan dalam Pelaksanaan FungsiAnggaran (1)



Keterbukaan dalam Pelaksanaan FungsiAnggaran (2)



Keterbukaan dalam Pelaksanaan FungsiAnggaran (3)

✓Banggar dengan fungsi dan kewenangan besar dalam melaksanakan fungsi
anggaran sangat tertutup. Lihat saja bagaimana website DPR nyaris tanpa update 
terkait kegiatan Banggar selama tahun 2021. Bagaimana Banggar berperan dalam
realokasi dan refocusing anggaran tak jelas.

✓Pembahasan anggaran nampaknya masih saja menganut watak kuno yang 
tertutup. Kritik atas proses tertutup pembahasan anggaran sebagai pintu masuk
melakukan korupsi sama sekali tak mengubah apapun di dalam proses 
pembahasan anggaran di DPR umumnya, dan Badan Anggaran khususnya.

✓ Saya kira transparansi pembahasan anggaran ini menjadi kunci utama untuk
membuktikan aspek transparansi di Lembaga parlemen

✓ Informasi pelaksanaan fungsi anggaran di Komisi pun tak merata. Hanya 5 dari 11 
Komisi DPR pada MS IV 2020-2021 yang informasinya tersedia melalui website 
DPR IPC\Pembahasan Komisi DPR terkait Refocusing dan Realokasi Belanja K.docx

IPC/Pembahasan Komisi DPR terkait Refocusing dan Realokasi Belanja K.docx


Rekap Lapsing Rapat-rapat Pengawasan Pada MS IV TS 2020-2021 oleh Komisi-
komisi

Komisi

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Jumlah

UU APBN

Tindak Lanjut

Temuan BPK Keb. Pmrth

I 0 0 0 3 3

II 2 0 0 6 8

III 2 0 0 7 9

IV 8 0 0 19 27

V 0 0 4 15 19

VI 1 0 0 3 4

VII 1 0 0 16 17

VIII 1 3 0 9 13

IX 5 1 0 11 16

X 6 1 0 15 22

XI 0 1 0 4 5

TOTAL 26 6 4 108 144

Keterangan:  data-data diolah oleh FORMAPPI dari lapsing rapat-rapat Komisi sebagaimana diuanggah pada 
laman https://dpr.go.id, Facebook dan Youtube resmi DPR.

https://dpr.go.id/


KehadiranAnggota selama MS IV berdasarkan Laporan Singkat

KOMISI JLH ANGGOTA
HADIR PADA RAPAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I 53 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

II 54 31 2 0 37 40 33 0 0 0 0 - -

III 53 0 20 0 20 0 0 25 - - - - -

IV 54 44 42 40 44 31 36 0 46 35 21 0 0

V 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI 53 0 40 0 23 0 - - - - - - -

VII 51 31 2 2 32 27 23 35 39 21 39 6 17

VIII 54 5 35 18 5 42 22 37 41 39 0 25 18

IX 50 43 42 36 36 0 0 0 20 0 20 15 -

X 52 27 18 41 27 24 39 29 15 18 0 18 35

XI 47 0 0 0 0 0 - - - - - - -

Bayangkan ada rapat yang hanya dihadiri 2 orang anggota



Transparansi KegiatanAnggota



Transparansi KegiatanAnggota

• Mestinya sudah baik, website DPR menyiapkan ruang bagi
anggota untuk menyampaikan pertanggungjawaban
kegiatannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil 
rakyat

• Sayangnya ruang ini tak digunakan secara maksimal.

• Sangat mungkin mekanisme pengisian kegiatan anggota di 
website ini tak sangat jelas sehingga anggota malas 
berpartisipasi. Atau bisa juga pengelola website yang tidak
konsisten melakukan tugas untuk menginput data-data 
kegiatan anggota



Catatan dan Rekomendasi (1)

• Transparansi masih jauh dari harapan. Istilah ini lebih banyak dipakai sebagai jargon 
politik ketimbang sebagai sebuah praktik tata Kelola

• Dalam konteks DPR kita dengan kinerja yang masih buruk saat ini, transparansi juga 
terasa hanya akan menampar wajah DPR sendiri. Melaporkan sesuatu yang hanya akan
melahirkan hujatan juga pasti bukan pilihan.

• Memang ada hubungan antara kesungguhan melaksanakan fungsi dan keinginan untuk
semakin transparan

• Peran Sekjen sebagai supporting system setali tiga uang dengan DPR. Sekjen tak pernah
bisa menjamin informasi-informasi standard soal laporan singkat misalnya – bisa segera
diupload melalui website. 

• Transparansi bagi kesekjenan lebih dilihat sebagai peluang proyek. Menciptakan banyak
program atau proyek atas nama memperjuangkan transparansi, walau pada akhirnya tak
ada yang berubah.

• Relasi Sekjen dan DPR yang Nampak “saling menjaga” membuat misi agar parlemen
semakin transparan jadi terhambat alias “kongkalingkong”



• Karakter koruptif di DPR yang masih kental hampir pasti memusuhi keterbukaan

• Peran Pimpinan DPR dan Sekjen DPR sangat krusial dalam memastikan
transparansi tata Kelola kelembagaan parlemen.

• Jika Pimpinan sendiri tertutup, maka kebijakan soal transparansi juga pasti tak
jelas. Atau jika pimpinan tertutup, mungkin saja mereka memang ingin
memanfaatkan itu untuk melakukan Tindakan korupsi, suap, dll

• Mungkin ke depannya perlu didorong agar posisi pimpinan tak dijadikan sebagai
panggung apresiasi untuk pemenang pemilu. Atau minimal penentuan figure 
pimpinan jangan sepenuhnya dibiarkan menjadi urusan partai-partai saja. Harus 
dibuka ruang bagi keterpilihan berdasarkan kompetensi, kapasitas, yang 
memastikan sosok terpilih bisa menjamin tata Kelola kelembagaan bisa semakin
transparan dan akuntabel

• Political Will sangat penting dalam memastikan keterbukaan DPR bukan sekedar
mimpi

Catatan dan Rekomendasi (2)



THANK YOU
Lucius Karus

081399367707

lucius2007@gmail.com

www.parlemenindonesia.org
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